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ABSTRAK 
Judul  tesis ini adalah Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah 
Berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 dan Pasal 
18,20,30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 (Studi di Kabupaten Bengkayang). 
Adapun latar belakangnya adalah bahwa Naskah Akademik mempunyai kedudukan yang kuat,karena 
dengan ditandani naskah akademik menjadi keharusan/wajib dalam Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Namun dalam pembentukan Peraturan Daerah masih belum terlalu kuat hanya 
bersifat fakultatif dan bisa dilengkapi dengan keterangan atau penjelasan. Urgensi naskah akademik 
dapat dilihat dari tujuan, kegunaannya dan isi dari naskah akademik dalam pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. Masalahnya adalah (1) Apakah Penyertaan Naskah Akademik Dalam 
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan 
Belanja Daerah berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terhadap 
rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah Daerah (eksekutif di daerah) 
dan DPRD (legislatif di daerah) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau 
naskah akademik atau hanya bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif? (2) Mengapa dalam 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang diluar Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah belum seluruhnya menyertakan naskah akademik 
berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, 
Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan 
Daerah baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di 
daerah) ? 
Hasil penelitian tesis dapat disimpulkan, bahwa pertama, Penyertaan Naskah Akademik Dalam 
Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan 
Belanja Daerah berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terhadap 
rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah daerah (eksekutif di daerah) 
dan DPRD (legislatif di daerah) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau 
naskah akademik atau hanya bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif, Kedua, Bahwa 
penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang diluar Rancangan Peraturan 
Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah belum seluruhnya menyertakan naskah akademik 
berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, 
Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan 
Daerah baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di 
daerah) belum seluruhnya rancangan Peraturan daerah di Kabupaten Bengkayang disertai naskah 
akademik, hal ini karena beberapa faktor yang dapat dikemukana sebagai berikut: (a) Kedudukan 
naskah akademik menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 menjadi wajib bagi pembentukan Undang – 
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Undang namun dalam pembentukan Peraturan Daerah masih bersifat fakultatif dimana dengan 
demikian pembuatan naskah akademik boleh digantikan dengan keterangan atau penjelasan. Naskah 
Akademik hanya sebagai saran dan tidak diwajibkan. (b) Bahwasannya peranan Naskah Akademik 
sangat diperlukan keberadaannya dalam pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia 
baik Undang – Undang maupun Peraturan Daerah, maka naskah akademik dalam pembentukan 
peraturan daerah juga seharusnya di wajibkan. Dengan kehadiran Naskah Akademik, maka diharapkan 
dapat lebih efisien, efektif, solutif, adaptif dan mampu menghindari beberapa kali perubahan yang 
justru akan „mubazir‟ dalam hal waktu serta pembiayaannya; (c) Eksistensi  Naskah Akademik dalam 
pembentukan Peraturan Daerah dapat dilihat dari Naskah akademik memiliki tujuan dan kegunaan, 
memuat mengenai landasan dari pada pembuatan suatu aturan yang diambil dari teori-teori perundang-
undangan, dalam naskah akademik juga memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang 
lingkup dari peraturan daerah yang akan dibuat yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan 
tuntutan masyarakat secara luas.  (d) Naskah Akademik juga memiliki urgensi dimana dalam naskah 
akademik memberikan ruang bagi para pengambil keputusan yang berwenang untuk membahas dan 
menetapkan peraturan daerah (baik pemerintah daerah maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah) 
untuk mempertimbangkan apakah substansi/materi yang terkandung dalam Peraturan Daerah itu layak 
diatur dalam bentuk peraturan daerah atau tidak, dan apakah hanya perlu satu peraturan daerah atau 
dimungkinkan untuk dituangkan dalam lebih dari satu peraturan (mungkin peraturan sederajat atau 
peraturan pelaksananya). Saran,(1) Kedudukan naskah akademik dalam pembentukan peraturan 
daerah seharusnya diwajibkan sama seperti dalam ketentuan mengenai naskah akademik pembentukan 
undang-undang. Dengan kehadiran Naskah Akademik dalam pembentukan perda sebagai keharusan, 
maka diharapkan peraturan perundang – undangan ditingkat daerah di seluruh Tanah Air dapat lebih 
efisien, efektif, solutif, adaptif dan mampu menghindari beberapa kali perubahan yang justru akan 
„mubazir‟ dalam hal waktu serta pembiayaannya; (2) Urgensi naskah akademik dalam pembentukan 
peraturan daerah harus didukung oleh sumber daya manusia yang lebih baik lagi, prosedur yang rumit 
dalam pembentukan naskah akademik peraturan daeah di upayakan lebih dipermudah, biaya dalam 
pembuatan naskah akademik perlu ditingkatkan, dan sering terjadi kendala karena keterbatasan waktu 
maka setidak-tidaknya dalam pembuatan naskah akademik harus diberikan waktu yang lebih banyak 
Kata Kunci: Naskah Akademik, Peraturan Perundang-Undangan, Peraturan Daerah. 
 
ABSTRACT 
 The title of this thesis is The existence of the academic paper in the formation of The local regulation 
draf based on article 56 paragraph (2), article 57 paragraph (2) The act number 12 of 2011 and article 
18,20,30 the minister of home number 1 of 2014 (Study In Bengkayang District) As for the 
background of the markings is that an academic paper has a strong position with academic paper 
became mandatory / compulsory in Formation regulatory legislation, but in the formation of Regional 
Regulation is still not too strong only voluntary and can be equipped with information or explanations. 
Urgency academic paper can be seen from the purpose, usefulness and content of academic texts in the 
formation of laws and regulations. The problem is (1) Does Participation Academic Paper In 
Formation Draft Regional Regulation outside the draft Regional Regulation About Budget and 
Expenditure under Article 56 paragraph (2), Article 57 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, and 
Article 18, Article 20, Article 30 Regulation of the Minister of Interior Number 1 of 2014 on the draft 
Regional Regulations either an initiative of local government (the executive in the area) and the 
Parliament (the legislative area) must be accompanied by an explanation or information and / or an 
academic paper or simply is imperative that not mandatory or optional? (2) Why in the preparation of 
the Draft Regional Regulations in Bengkayang outside the draft Regional Regulation About Budget 
and Expenditure not yet fully include academic paper by virtue of Article 56 paragraph (2), Article 57 
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paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, and Article 18, Article 20, Article 30 Regulation of the 
Minister of Interior Number 1 of 2014 that the draft Regulation of the Regional whether an initiative of 
local government (the executive in the area) and the Parliament (local legislative)? Results of the 
research thesis can be concluded that the first, the Participation Academic Paper In Formation Draft 
Regional Regulation outside the draft Regional Regulation About Budget and Expenditure under 
Article 56 paragraph (2), Article 57 paragraph (2) of Law Number 12 of 2011, and Article 18, Article 
20, Article 30 Regulation of the Minister of Interior Number 1 of 2014 on the draft Regional 
Regulations either an initiative of local government (the executive in the area) and the Parliament (the 
legislative area) must be accompanied by an explanation or information and / or an academic paper or 
just is imperative that is not mandatory or optional, second, that the preparation of the Draft Regional 
Regulations in Bengkayang outside the draft Regional Regulation About Budget and Expenditure not 
yet fully include academic paper by virtue of Article 56 paragraph (2), Article 57 paragraph (2) of the 
Act Number 12 of 2011, and Article 18, Article 20, Article 30 Regulation of the Minister of Interior 
Number 1 of 2014 that the draft Regulation of the Regional whether an initiative of local government 
(the executive in the area) and Parliament (legislative in the area) are not entirely the draft Regulation 
of the area in Bengkayang with academic text, this is due to several factors that can mentioned as 
follows: (a) The position of academic texts according to Law Number 12 The year 2011 becomes 
mandatory for the formation of Law - Law but the establishment still voluntary Regional Regulation 
where thereby preparing academic papers may be replaced with a description or explanation. 
Academic Paper merely as suggestions and are not required. (b) Academic Paper indispensable role in 
the formation of its existence laws - laws in Indonesia, both Law - Law and Local Regulation, the 
academic paper in the formation of regional regulations should also be enjoined. With the presence of 
academic paper, it is expected to be more efficient, effective, solution-based, adaptive and able to 
avoid several amendments that it would be "redundant" in terms of timing and financing; (c) The 
existence of an academic paper in the formation of Regional Regulations can be seen from the 
manuscript of academic goals and usability, load on the foundation of the creation of a rule derived 
from the theories of legislation, in the academic paper also gives an overview of substance, matter and 
scope of regional regulations that will be made are really high quality and in accordance with the 
demands of society at large. (d) an academic paper also has the urgency in which the academic texts 
provide space for decision makers who are authorized to discuss and establish local regulations (both 
local government and the Council of Representatives Regional) to consider whether suabtsnasi / 
material contained in regulation area was decent set in the form of local regulations or not, and 
whether the rules need only one area or possible to poured in more than one rule (rule may equal or 
implementing regulations). Suggestions: (1) The position of academic texts in the formation of local 
regulations should be mandatory as in the provisions regarding academic paper making laws. With the 
presence of an academic paper on the establishment of regulations as a requirement, it is expected that 
laws - laws at the local level in the country can be more efficient, effective, solution-based, adaptive 
and able to avoid several amendments that it would be "redundant" in terms of timing and financing; 
(2) The urgency of an academic paper in the formation of local regulations should supported by human 
resources better, procedures are complicated in the formation of academic texts regulations elapsed 
areas in trying to do more in eases, the cost in making the academic paper needs to be improved, and 
the frequent obstacles due to time constraints it is at least in preparing academic papers should be 
given more time 
Keywords: academic paper, Laws and Regulations, Regional Regulation 
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I. PENDAHULUAN 
 
Indonesiaadalah negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum. Konsep 
Negara hukum mempunyai makna bahwa seluruh tata kehidupan berbangsa, bernegara dan 
bermasyarakat diatur dalam peraturan perundang – undangan baik yang terkodifikasi maupun yang 
belum/tidak terkodifikasi.  
Salah satunya yaitu dengan terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dilandasi oleh semangat negara 
hukum yang menghendaki dilaksanakannya pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu 
dan berkelanjutan dalam sistem hukum nasional. Pandangan ini ditegaskan dalam penjelasan umum 
UU Nomor 12 tahun 2011 yang menyatakan, bahwa Undang-Undang tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan merupakan pelaksanaan dari perintah Pasal 22A Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945 yang menyatakan bahwa “Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara 
pembentukan undang-undang diatur lebih lanjut dengan undang-undang.” 
 Salah satu subtansi dari Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 adalahmengatur tentang 
keberadaan naskah akademik. Pengertian Naskah akademik dimaksud undang-undang ini adalah  
naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya terhadap suatu masalah 
tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah tersebut 
dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum 
masyarakat.
1
 
Berkaitan dengan hal dimaksud, dalam proses terbentuknya peraturan perundang-undangan, 
keberadaan naskah Akademik mempunyai kedudukan yang kuat.Oleh karena itu untuk saat ini naskah 
akademik menjadi keharusan/wajib dalam proses Pembentukan peraturan Perundang-undangan 
terutama undang-undang. Namun kedudukan naskah akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah 
masih belum terlalu kuat, hanya bersifat fakultatif dan bisa dilengkapi dengan keterangan atau 
penjelasan. 
 Secara normatif  dasar hukum yang menjadi fokus penelitian ini adalah : 
  Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 menyatakan, bahwa Rancangan Peraturan 
Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan penjelasan atau keterangan 
dan/atau Naskah Akademik. Kemudian pada Pasal 56 ayat 3 menyatakan Dalam hal Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi mengenai:a.Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Provinsi;b.pencabutan Peraturan Daerah Provinsi; atau c, perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang 
                                                          
1
 Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011. 
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hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan keterangan yang memuat pokok pikiran dan 
materi muatan yang diatur 
              Pasal 57 ayat (1) : Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi 
dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik. Pasal 57 ayat (2): Ketentuan mengenai 
teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran 
I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Undang-Undang ini. 
             Pasal 63 Ketentuan mengenai penyusunan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 56 sampai dengan Pasal 62 berlaku secara mutatis mutandis terhadap penyusunan 
Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. 
Pada Tahun 2014 atas dasar pertimbangan Kementrian Dalam Negeri dikeluarkan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 Tentang  Pembentukan Produk Hukum Daerah, menyatakan 
dalam pertimbangan pada huruf a bahwa pembentukan produk hukum daerah diperlukan untuk 
menunjang terwujudnya pembentukan produk hukum daerah secara sistemik dan terkoordinasi. 
Kemudian Pasal 18 menyatakan: 
           Pasal 18 ayat (1): Pimpinan SKPD menyusun Rancangan Perda sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 17 disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik 
Pasal 18 ayat (2) : Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan kepada biro hukum 
provinsi atau bagian hukum kabupaten/kota.  
          Pasal 20 ayat (1) Ayat (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: 
a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 
b. sasaran yang akan diwujudkan; 
c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; danjangkauan dan arah pengaturan. 
Pasal 28 ayat (1): Rancangan Perda yang berasal dari DPRD dapat diajukan oleh anggota DPRD, 
komisi, gabungan komisi, atau Balegda. (2) Rancangan Perda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disampaikan secara tertulis kepada pimpinan DPRD disertai dengan penjelasan atau keterangan 
dan/atau naskah akademik. 
            Pasal 30 ayat (1) Rancangan Perda yang disertai naskah akademik sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 28 ayat (2)telah melalui pengkajian dan penyelarasan, yang terdiri atas: 
a. latar belakang dan tujuan penyusunan; 
b. sasaran yang akan diwujudkan; 
c. pokok pikiran, ruang lingkup, atau objek yang akan diatur; dan 
d. jangkauan dan arah pengaturan. 
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    Berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 
18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan 
Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah daerah (eksekutif di daerah ) dan DPRD 
(legislatif di daerah) harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah 
akademik, kecuali rancangan Peraturan Daerah Provinsi mengenai: a.Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Provinsi dan Kab/Kota; b.pencabutan Peraturan Daerah Provinsi dan Kab/Kota; atau c, 
perubahan Peraturan Daerah Provinsi yang hanya terbatas mengubah beberapa materi, disertai dengan 
keterangan yang memuat pokok pikiran dan materi muatan yang diatur. 
Keberadaan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik diperlukan, karenaPeraturan 
Daerah merupakan media bagi Pemerintah Daerah untuk menuangkan usulan-usulan, kebijakan-
kebijakan dan/atau aspirasi-aspirasi masyarakat untuk tujuan pembangunan daerah.  Diharapkan dari 
Peraturan Daerah tersebut mampu ditetapkan aturan-aturan yang dapat menunjang pembangunan 
daerah ke arah yang lebih baik dan lebih maju. Pada tataran implementasinya, sebuah peraturan daerah 
harus tepat sasaran yang diinginkan dari dibentuk dan ditetapkannya peraturan daerah tersebut, dan 
yang lebih penting lagi adalah membawa manfaat dan maslahat bagi masyarakat. 
Secara yuridis normatif pentingnya naskah akademik menurut tataran akademik adalah saat ini 
menjadi problematika bagi daerah otonom. Adapun problematika normatifnya adalah lebih lanjut 
dijelaskan pada Pasal 56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 
2004) menetapkan “Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik”. 
Pra penelitian penulis mendapatkan hasil, yakni terdapat anggapan stake holder  dinyatakan bahwa 
Naskah Akademik sebagai suatu hasil rumusan ilmiah tidak mewajibkan pembuatnya berasal dari 
kalangan perguruan tinggi, tetapi juga bisa dihasilkan dengan cara mengadakan seminar yang 
mengundang narasumber, pakar/ahli yang berkompeten dalam pembuatan suatu raperda terkait.  
Pembuatan Naskah Akademik dengan cara pengadaan seminar dapat meminimalisir biaya yang 
dikeluarkan, serta memberi jalan keluar bagi pemerintah daerah yang tidak memiliki akademisi-
akademisi yang berkompeten dalam suatu bidang tertentu di daerahnya. Beberapa hal tersebut yang 
sering membuat Naskah Akademik dikesampingkan dalam pembuatan raperda. 
Dari kenyataan diatas peneliti menemukan, bahwa berdasarkan data Daftar Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkayang Tahun 2012-2015 dari Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayangdengan 
perincian periodisasi dari tahun 2012,dari 12 (dua belas Peraturan Daerah diluar Rancangan Perda 
Anggaran dan Belanja Daerah tidak disertai penjelasan atau keterangan dan/atau naskah 
akademik. Tahun 2013 dari 20 (dua puluh)  Peraturan daerah  diluar Rancangn Perda Anggaran 
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dan Belanja Daerah, hanya ada dua yang disertai naskah akademik.Tahun 2014, hanya tiga  yang 
disertai naskah akademik. Tahun 2014, dari 14 (empat belas) Peraturan Daerah diluar Rancangan 
Perda Anggaran dan Belanja Daerah. Hanya ada dua yang disertai naskah akademik, tahun 2015 
sampai bulan Oktober dari 9 (sembilan) Peraturan Daerah diluar Rancangan Perda Anggaran dan 
Belanja Daerah tidak ada yang disertai keteranag atau naskah akademik.Walaupun sosialisasi yang 
pernahdiadakan dimaksudkan untuk memberikan penjelasan kepada organisasi perangkat daerah yang 
akan membuat raperda, agar proses pembuatan raperda menjadi perda tersebut dapat disusun secara 
terpadu, terencana dan tersistematis dan disertai naskah akademik, tetapi denganberbagai faktor belum 
seluruhnya disertai naskah akademik, apakah keberadaan naskah akademik tidak penting atau ada 
faktor lain yang menyebabkan belum terimplementasi. 
    Berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 
18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan 
Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah Daerah (eksekutif di daerah ) dan DPRD 
(legislatif di daerah) yang mewajibkan harus disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau 
naskah akademik, belum dapat terwujud. 
            Berdasarkan latar belakang di atas problematika  hukumnya secara normatif dapat dijelaskan 
sebagai berikut, bahwa keberadaan naskah akademik menurut pasal 1 angka 11 UU Nomor 12 Tahun 
2011 adalah sebagai naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya 
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
pengaturan masalah tersebut dalam suatu rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan 
kebutuhan hukum masyarakat didaerah otonom Kabupaten Bengkayang belum menjadi suatu 
kebutuhan hukum bagi Pemerintah Daerah dan DPRD. 
 Berdasarkan latar belakang dan problematika hukum secara normatif serta fakta hukum yang terjadi di 
daerah otonom Kabupaten Bengkayang, maka penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam bentuk 
tesis ilmu hukum dengan judul sebagai berikut: EKSISTENSI NASKAH AKADEMIK DALAM 
PEMBENTUKAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH BERDASARKAN PASAL 56 
AYAT (2), PASAL 57 AYAT (2) UNDANG-UNDANG NOMO 12 TAHUN 2011 DAN PASAL 
18,20,30 PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI NOMOR 1 TAHUN 2014 (STUDI DI 
KABUPATEN BENGKAYANG) 
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II. PERMASALAHAN 
Berdasarkan latar belakang dan problematika hukum secara normatif serta fakta hukum yang terjadi di 
daerah otonom Kabupaten Bengkayang, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:
2
 
1. Apakah Penyertaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 56 ayat (1), 
Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terhadap rancangan Peraturan Daerah baik 
yang merupakan inisiatif  Pemerintah daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) 
wajibdisertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atau hanya 
bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif? 
2. Mengapa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang diluar 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah belum seluruhnya 
menyertakan naskah akademik berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang 
Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 
Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah daerah 
(eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) ? 
 
- Tujuan  dan Manfaat Penelitian 
                 Adapun Tujuan Penelitian ini adalah dimaksudkan untuk :
3
 
1. Untuk mengetahui dan menganalis bahwaPenyertaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan 
Rancangan Peraturan Daerah diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan 
Belanja Daerah berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 terhadap rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah daerah 
(eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) adalah kewajiban atau hanya bersifat 
imperatif yang tidak wajib atau fakultatif? 
2. Untuk mengetahui faktor yang menghambat Pemerintah Daerah atau DPRD  Kabupaten 
Bengkayang diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah belum 
seluruhnya menyertakan naskah akademik berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan 
inisiatif  Pemerintah Daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) ? 
Adapun manfaat penelitian ini adalah : 
1. Manfaat Akademis 
Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat mengembangkan cakrawala pengetahuan 
hukum terutama ilmu hukum, khusunya yang berkaitan dengan urgensi keberadaan naskah 
akademik dakam hal perancangan Peraturan Daerah. 
2. Manfaat Praktis 
Untuk memberikan sumbangan pemikiran kepada Pemerintah Daerah dan DPRD Kabupaten 
Bengkayang terhadap pentingnya naskah akademik dalam pembentukan peraturan perundang-
undangan, yakni pembentukan Peraturan Daerah dan memberikan jalan keluar terhadap 
                                                          
2
 Diambil dari hasil penelitian tesis penulis 
3
 Diambil dari hasil penelitian tesis penulis 
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hambatan secara yuridis dan empirik belum menyertakan keterangan atau naskah akademik 
terhadap Rancangan Peraturan Daerah diluar Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran 
dan Belanja Daerah Kabupaten Bengkayang. 
 
- Metode Penelitian 
          Penelitian tesis ini dapat dikategorikan bersifat kualitatif dengan metode yuridis normatif 
dibantu dengan pendekatan empirik, Bersifat yuridis oleh karena sasaran penelitian ini adalah 
hukum atau kaidah (norm). Pendekatan empirik dimaksudkan adalah analisis data atau realitas 
terhadap  penerapan norma peraturan perundang-undangan dalam hal ini pasal-pasal yang berkaitan 
dengan keberadaan naskah akademik terhadap proses pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. 
Pengertian kaedah disini meliputi asas hukum, kaedah hukum dalam arti nilai, pengaturan hukum 
konkrit dan sistem hukum.
4
 Berkaitan dengan penelitian hukum, normatif obyek berapa asas-asas 
hukum, sistimatika hukum, taraf sinkronisasi vertikal dan horizontal.
5
 Dalam penelitian ini 
obyeknya adalah sistimatika hukum dalam arti melakukan pemetaan terhadap norma hukum yang 
berkaitan dengan kewajiban atau keharusan keberadaan naskah akademik terhadap pembentukan 
Peraturan Daerah  sehingga analisis terhadap makna norma hukum yang terdapat dalam peraturan 
perundang-undangan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 Tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1Tahun 2014Tentang 
Pembentukan Produk Hukum Daerah. 
 
3. PEMBAHASAN 
1.Urgensi Naskah Akademik Dalam Perancangan Peraturan Perundang-Undangan 
Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian lainnya 
terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan UndangUndang, Rancangan Peraturan Daerah 
Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan 
kebutuhan hukum masyarakat. Namun dalam pelaksannanya masih banyak Peraturan Daerah yang 
terbentuk tanpa menggunakan naskah akademik sebagai dasar pembentukannya. 
Sebagaimana dinyatakan secara normatif didalam Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 
2011 ditentukan bahwa “Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah pembuatan Peraturan 
Perundang-undangan yang mencakup tahapan perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan 
                                                          
4
 MertoKusumo, Sudikno, 1996, Mengenal Hukum (suatu pengantar), Liberty, Yogyakarta, halaman 29. 
5
 Soerjono Soekanto dan Sri Sumantri, 2003, Penelitian Hukum Normatif, Rajawali, jakarta, halaman 70 
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atau penetapan, dan pengundangan”. Dalam pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Peraturan 
Daerah) diawali dengan perencanaan, dalam hal ini diawali dengan penyusunan  naskah akademik.  
Sebelum menyusun suatu naskah akademik Peraturan Daerah, maka sebelumnya sangat perlu 
dilakukan pengkajian atau penelitian hukum guna memperoleh data dan informasi yang komprehensif 
dan relevan dengan materi yang hendak diatur terhadapsubtansi naskah akademik yang hakekatnya 
memiliki nilai yang sangat penting dan strategis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan 
yang baik, karena penyusunan Naskah Akademik diawali dengan riset nilai-nilai yang ada di 
masyarakat, sehingga besar kemungkinan peraturan perundang-undangan yang dibuat berdasarkan 
Naskah Akademik akan diterima oleh masyarakat ( bersifat responsif).  
            Pentingnya keberadaan atau eksistensi naskah akademik dalam proses pembentukan Peraturan 
Daerah adalah mengingat bahwasalah satu subtansidari naskah akademik merupakan media nyata bagi 
peran serta masyarakat dan proses harmonisasi hukum dalam proses pembentukan atau penyusunan 
peraturan perundang-undangan, bahkan apabila inisiatif penyusunan atau pembentukan naskah 
akademik dapat berasal dari elemen masyarakat atau stake holder di daerah otonom yang 
bersangkutan.  
Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau urusan 
sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehinggasangat penting dan 
mendesak perlu diatur dalam materi muatan peraturan perundang-undangan, oleh karenanya aspek-
aspek yang perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan 
keamanan. Hal ini berarti naskah akademik disamping merupakan media konkrit bagi peran serta 
masyarakat secara aktif dalam pembentukan Peraturan Daerah atau dengan terlibatnya masyarakat 
secara aktif para stakholder, 
6
 tetapi juga hasil penelitian dan kajian hasil penelitian lainnya terhadap 
suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai pengaturan masalah 
tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau 
Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan 
hukum masyarakat. 
             Berdasarkan pendapat tersebut, maka secara akademis naskah akademik dapat disimpulkan  
bahwa, yang pertama naskah akademik berfungsi sebagai bahan dasar bagi penyusunan 
Raperda/Rancangan salah satu Produk Hukum di Daerah  yang memuat gagasan-gagasan tentang 
urgensi pendekatan, luas lingkup dan materi muatan suatu Peraturan Daerah.  Kedua, bahwa naskah 
akademik memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang tentang hal-hal yang mendorong 
                                                          
6
Ann Seidman, Robert B. Seidman, dan Nalin Abeyeskere, 2001 (terjemahan), Penyusunanan Rancangan Undang-udang 
dalam Perubahan Masyarakat yang Demokratis : sebuah Panduan untuk Pembuat rancangan Undang-undang, terjemahan, 
Edisi kedua, Proyek Elips II, Jakarta: Departemen kehakiman dan HAM Republik Indonesia 2014 , halaman. 233. 
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disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat penting dan mendesak diatur dalam Peraturan 
Daerah. 
                 Landasan yuridis normatif perlunya naskah akademik adalah sebagaimana diatur pada Pasal 
56 ayat (2), Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan (sebagai undang-undang pengganti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004) menetapkan 
“Rancangan Peraturan Daerah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan 
penjelasan atau keterangan dan/atau Naskah Akademik”.  
Pencantuman klausul “... dan/atau...” berdampak pada tidak adanya ketegasan pembuatan Naskah 
Akademik dalam proses pembuatan rancangan peraturan daerah (raperda). Hal ini sangat disayangkan 
karena Naskah Akademik seharusnya dipandang sebagai hal yang krusial bukan sebagai hal yang 
parsial dari suatu pembuatan raperda, karena dalam pembuatan Naskah Akademik tersebut akan 
termuat dengan cermat landasan filosofis, sosiologis dan yuridis sebagai dasar yang baik untuk suatu 
raperda
7
. 
Landasan filosofis, sosiologis dan yuridis adalah selaras dengan negara Republik Indonesia sebagai 
negara hukum, berarti semua tata aturan harus didasarkan pada hukum. Konsep Negara hukum 
mempunyai makna bahwa seluruh tata kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat diatur 
dalam peraturan perundang – undangan baik yang terkodifikasi maupun yang belum/tidak 
terkodifikasi.  
Terbitnya UU Nomor 12 Tahun 2011 yang dilandasi oleh semangat negara hukum yang menghendaki 
dilaksanakannya pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan berkelanjutan dalam 
sistem hukum nasional.  
Salah satu bagian terpentingpelaksanaan pembangunan hukum nasional yang terencana, terpadu dan 
berkelanjutan dalam sistem hukum nasional adalah perlunya suatu rancangan peraturan perundang-
undangan yang disertai dengan naskah akademik yang secara kebutuhan hukum sebenarnya 
mempunyai kedudukan yang kuat dengan ditandani naskah akademik yang menjadi keharusan/wajib 
dalam pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan salah satunya adalah perandcangan 
PeraturanDaerah. Namun ada anggapan yang berkembang, bahwa kedudukan naskah akademik dalam 
pembentukan Peraturan Daerah masih belum terlalu kuat dan hanya bersifat fakultatif serta bisa 
dilengkapi dengan keterangan atau penjelasan.  
                                                          
7
Pandangan hal tersebut diterangkan Hasbullah Fudail Kepala Bidang Hukum Kementerian Hukum dan HAM selaku 
narasumber dalam acara sosialisasi Evaluasi Program Legislasi Daerah 2011 dan Inventarisasi Program Legislasi Daerah 
2012 ,Pemerintah Kota Bandung, yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 22 September 2011 di Hotel Royal Corner 
Bandung. 
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Secara historis latar belakang semenjak Indonesia mendeklarasikan diri sebagai negara hukum yang 
tertuang dalam Undang Undang Dasar 1945 Pasal 1 ayat (3), maka tugas berat telah menanti negara ini 
yaitu menciptakan tatanan bernegara yang berdasarkan atas kaedah-kaedah hukum. Negara yang 
berdasarkan hukum merupakan salah satu cita-cita yang harus direalisasikan oleh seluruh masyarakat 
dan pihak-pihak yang berwenang dalam hal ini yaitu legislatif, eksekutif dan yudikatif dan tidak 
ketinggalan pada penyelenggaraan pemerinatahan daerah. Namun untuk mewujudkan cita-cita tersebut 
seluruh masyarakat dan lembaga-lembaga yang memegang peran penting dalam Negara Kesatuan 
Republik Indonesia harus bekerja keras, karena dalam proses menciptakan negara hukum yang sesuai 
dengan kaedah-kaedah hukum tidaklah mudah.  
Untuk menciptakan peraturan perundang-undangan yang bukan hanya kehendak penguasa belaka 
tetapi juga peraturan yang lahir atas dasar kehendak rakyat, maka diperlukan suatu wadah bagi 
terbukanya ruang publik yang memungkinkan suara rakyat tertampung di dalam penyusunan subtansi 
peraturan perundang-undangan. Salah satunya adalah dengan adanya naskah akademik yang disertakan 
dalam peraturan perundang-undangan,minimal ruang-ruang publik terbuka dan masyarakat bebas 
mengeluarkan aspirasi serta melakukan apresiasi terhadap subtansi peraturan perundang-undangan 
yang sedang diatur.
8
 
            Sebelumnya berbagai istilah mengenai naskah akademik peraturan perundang-undangan ini 
bermunculan, seperti istilah naskah rancangan undang-undang, naskah ilmiah rancangan undang-
undang, rancangan ilmiah peraturan perundang-undangan, naskah akademis rancangan undang-
undang, academic draft penyusunan peraturan perundang-undangan
9
. 
            Dalam Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 68 Tahun 2005 tentang tata cara mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Pemerintah, Rancangan Peraturan Presiden, dalam Pasal 1 angka 7 disebutkan bahwa : 
”Naskah Akademik adalah naskah yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah mengenai 
konsepsi yang berisi latar belakang, tujuan penyusunan, sasaran yang ingin diwujudkan dan 
lingkup, jangkauan, objek, atau arah pengaturan rancangan undang-undang.” 
             
             Di dalam Pasal 5 ayat 1 Perpres Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan :  
”Pemrakarsa dalam menyusun rancangan undang-undang dapat terlebih dahulu menyusun 
naskah akademik mengenai materi yang akan diatur dalam rancangan undang-undang” 
 
Pasal 5 ayat 2 Perpres Nomor 68 Tahun 2005 menyebutkan :  
”Penyusunan Naskah Akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh 
pemrakarsa bersama-sama dengan departemen yang tugas dan tanggungjawabnya dibidang 
peraturan perundang-undangan dan pelaksanaannya dapat diserahkan kepada perguruan tinggi 
atau pihak ketiga lainnya yang mempunyai keahlian untuk itu.” 
                                                          
8
 Jazim Hamidi dan Kemilau Mutik, Legislatif Drafting, Yogyakarta : Total Media, 2011, hal-1. 
9Abdul Wahid, SH., M.Hum, “Penyusunan Naskah Akademik”, makalah, www.legalitas.org 
13 
 
  
             Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 188 Tahun 1998 tentang Tata Cara Mempersiapkan 
Rancangan Undang-Undang menyebutkan istilah Naskah Akademik disebut dengan Rancangan 
Akademik. Dalam Pasal 3 ayat (1) disebutkan :  
”Menteri atau pimpinan lembaga pemrakarsa penyusunan rancangan undang-undang dapat pula 
terlebih dahulu menyusun rancangan akademik mengenai rancangan undang-undang yang akan 
disusun.” 
  
              Didalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 definisi naskah akademik secara tegas 
dinyatakan pada Pasal 1 angka 11: 
             Naskah Akademik adalah naskah hasil penelitian atau pengkajian hukum dan hasil penelitian 
lainnya terhadap suatu masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
mengenai pengaturan masalah tersebut dalam suatu Rancangan Undang-Undang, Rancangan 
Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota sebagai solusi 
terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 
            Berdasarkan pengertian naskah  akademik tersebut diatas, maka secara teoritis dapat 
disimpulkan, bahwa naskah akademik dapat merupakan hasil penelitian  atau pengkajian hukum dan 
hasil penelitian lainnya terhadap masalah tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah 
mengenai pengaturan dan dalam kontek penelitian ini adalah  Rancangan Peraturan Daerah 
Kabupaten/Kota sebagai solusi terhadap permasalahan dan kebutuhan hukum masyarakat. 
           Pertanyaannaya adalah apa fungsi naskah akademik  dilihat dari  aspek hukum? 
           Fungsi naskah akademik menurut Harry Alexander,  mengatakan bahwa kedudukan naskah 
akademik merupakan :
10
 
1. bahan awal yang memuat gagasan-gagasan tentang urgensi, pendekatan, luas lingkup dan 
materi muatan suatu peraturan daerah; 
2. Bahan pertimbangan yang dipergunakan dalam permohonan izin prakarsa penyusunan 
Raperda/Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya kepada Kepala Daerah; 
3. Bahan dasar bagi penyusunan Raperda /Rancangan Produk Hukum Daerah lainnya; 
 
            Sedangkan menurut Sony Maulana S,
11
 yang dengan menggunakan istilah Rancangan 
Akademik mengemukakan, terdapat 3 (tiga) fungsi dari Rancangan Akademik, yaitu : 
1. Menginformasikan bahwa perancang telah mempertimbangkan berbagai fakta dalam 
penulisan Rancangan Peraturan Daerah; 
2. Memastikan bahwa perancang menyusun fakta-fakta tersebut secara logis; 
3. Mernjamin bahwa rancangan Peraturan Daerah lahir dari proses pengambilan keputusan 
yang berdasarkan logika dan fakta. 
                                                          
10
Harry Alexander, seperti yang dikutip oleh Mahendra Putra Kurnia dkk, dalam bukunya Pedoman Naskah Akademik 
PERDA Partisipatif, terbitan Kreasi Total media Yogyakarta, hlm. 31 
11
Mayhendra Putra Kunia, , Emilda Kuspraningrum, Ivan Zairani Lisi,  Pedoman Naskah Akademik PERDA 
Partisiptif (Urgensi, Strategi, dan Proses bagi Pembentukan Perda yang Baik), Kreasi Total Media 
(KTM), Yogyakarta,  Cetakan Pertama, Juni 2007, halaman 31  
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              Pada dasarnya, naskah akademik saat ini merupakan keharusan dalam proses pembentukan 
peraturan perundang-undangan, artinya sebuah naskah akademik sangat dibutuhkan dalam 
pembentukan atau penyusunan naskah akademik. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa urgensi 
dari sebuah naskah akademik dalam proses pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-
undangan antara lain:
12
 
1. Naskah akademik merupakan media nyata bagi peran serta masyarakat dalam proses 
pembentukan atau penyusunan peraturan perundang-undangan bahkan inisiatif penyusunan 
atau pembentukan naskah akademik dapat berasal dari masyarakat; 
2. Naskah akademik akan memaparkan alasan-alasan, fakta-fakta atau latar belakang masalah atau 
urusan sehingga hal yang mendorong disusunnya suatu masalah atau urusan sehingga sangat 
penting dan mendesak diatur dalam suatu peraturan perundang-undangan. Aspek-aspek yang 
perlu diperhatikan adalah aspek ideologis, politis, budaya, sosial, ekonomi, pertahanan dan 
keamanan. Manfaatnya adalah dapat mengetahui secara pasti tentang mengapa perlu dibuatnya 
sebuah peraturan perundang-undangan dan apakah peraturan perundang-undangan tersebut 
memang diperlukan oleh masyarakat; 
3. Naskah akademik menjelaskan tinjauan terhadap sebuah peraturan perundang-undangan dari 
aspek filosofis (cita-cita hukum), aspek sosiologis (nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat), 
aspek yuridis (secara vertikal dan horizontal tidak bertentangan dengan peraturan-peraturan 
yang telah ada sebelumnya) dan aspek politis (kebijaksanaan politik yang menjadi dasar 
selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan tata laksana pemerintahan).  
4. Naskah Akademik memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari 
sebuah peraturan perundang-undangan yang akan dibuat. Dalam hal ini dijelaskan mengenai 
konsepsi, pendekatan dan asas-asas dari materi hukum yang perlu diatur, serta pemikiran-
pemikiran normanya; 
5. Naskah Akademik memberikan pertimbangan dalam rangka pengambilan keputusan bagi pihak 
eksekutif dan legislatif pembentukan peraturan perundang-undangan tentang permasalahan 
yang akan dibahas dalam naskah akademik. 
 
Kajian filosofis akan menguraikan mengenai landasan filsafat atau pandangan yang menjadi dasar 
cita-cita sewaktu menuangkan suatu masalah ke dalam peraturan perundang-undangan. Untuk kajian 
yuridis, merupakan kajian yang memberikan dasar hukum bagi dibuatnya suatu peraturan 
perundang-undangan, baik secara yuridis formal maupun yuridis materiil, mengingat dalam bagian 
ini dikaji mengenai landasan hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan lain untuk 
memberi kewenangan bagi suatu instansi membuat aturan tertentu dan dasar hukum untuk mengatur 
permasalahan (objek) yang akan diatur. Kajian sosiologis menjelaskan peraturan dianggap sebagai 
suatu peraturan yang efektif apabila tidak melupakan bagaimana kebutuhan masyarakat, keinginan 
masyarakat, interaksi masyarakat terhadap peraturan tersebut. Sehingga dalam kajian ini realitas 
masyarakat yang meliputi kebutuhan hukum masyarakat, kondisi masyarakat dan nilai-nilai yang 
hidup dan berkembang (rasa keadilan masyarakat.; Kajian politis pada prinsipnya mengedepankan 
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persoalan kepentingan dari pihak terkait (pemerintah dan masyarakat) melalui kekuatan masing-
masing pihak, oleh karena itu naskah akademik berperan menjadi sarana memadukan kekuatan-
kekuatan para pihak tersebut, sehingga diharapkan perpaduan tersebut menjadi sebuah kebijaksanaan 
politik yang kelak menjadi dasar selanjutnya bagi kebijakan-kebijakan dan pengarahan 
ketatalasanaan pemerintaha.
13
 
 
2.Analisis Keberadaan Naskah Akademik di Kabupaten Bengkayang 
Sebagaimana rumusan masalah kedua, Mengapa dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di 
Kabupaten Bengkayang diluar Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah 
belum seluruhnya menyertakan naskah akademik berdasarkan berdasarkan Pasal 56 ayat (1), Pasal 57 
ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 bahwa rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif  
Pemerintah daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) ? Untuk menjawab masalah 
ini dapat dianalisis melalui tabel berikut I : 
Tabel  
DAFTAR PERATURAN  DAERAH  KABUPATEN  BENGKAYANG  
TAHUN 2012-2015 YANG MENGGUNAKAN NASKAH  
AKADEMIK (NA), PENJELASAN/KETERANGAN 
 
NO 
NOMOR 
PERDA 
TAHUN 
2012 
JUDUL 
 
NA 
PENJE
LASAN/ 
KETER
ANGAN 
1. 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
4. 
 
5. 
 
 
6. 
 
 
 
7. 
 
 
Perda Nomor 1 
 
 
Perda Nomor 2 
 
 
Perda Nomor 3 
 
Perda Nomor 4 
 
Perda Nomor 5 
 
 
Perda Nomor 6 
 
 
 
Perda Nomor 7 
 
 
2012 
 
 
2012 
 
 
2012 
 
2012 
 
2012 
 
 
2012 
 
 
 
2012 
 
 
Penetapan APBD Kabupaten Bengkayang 
Tahun Anggaran 2012. 
 
Retribusi Penggantian Biaya Cetak KTP dan 
AkteCapil. 
 
Retribusi Terminal. 
 
Retribusi Parkir. 
 
Pertanggung Jawaban APBD Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2011. 
 
Bangunan Gedung 
 
 
 
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 4 
Tahun 2012 tentang Pemungutan Uang Leges. 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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8. 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
10. 
 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
Perda Nomor 8 
 
 
 
 
Perda Nomor 9 
 
 
 
 
 
Perda Nomor 10 
 
 
 
Perda Nomor 11 
 
 
Perda Nomor 12 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
 
 
2012 
 
 
 
2012 
 
 
2012 
 
 
 
 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 12 
Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang 
Milik Daerah. 
 
 
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 19 
Tahun 2003 tentang Pemungutan/Retribusi 
Terhadap Hasil Produksi Bahan Olah Karet 
(BOKAR). 
 
 
Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 13 
Tahun 2011 tentang Organisasi Perangkat 
Daerah Kabupaten Bengkayang. 
 
Pengelolaan Sampah Kabupaten Bengkayang. 
 
 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2012.  
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
NO 
NOMOR 
PERDA 
TAHUN 
2013 
 JUDUL 
NA PENJELAS
AN/KETER
ANGAN 
 
1. 
 
 
 
2. 
 
 
3. 
 
 
4. 
 
 
 
5. 
 
 
 
 
6. 
 
 
7. 
 
 
8. 
 
 
 
Perda Nomor 1 
 
 
 
Perda Nomor 2 
 
 
Perda Nomor 3 
 
 
Perda Nomor 4 
 
 
 
Perda Nomor 5 
 
 
 
 
Perda Nomor 6 
 
 
Perda Nomor 7 
 
 
Perda Nomor 8 
 
 
 
2013 
 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
 
 
Penetapan APBD Kabupaten Bengkayang 
Tahun 2013. 
 
 
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan 
Perkotaan. 
 
Retribusi Pelayanan Persampahan/ 
Kebersihan. 
 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bengkayang pada Perusahaan 
Daerah Air Minum Kabupaten Bengkayang. 
 
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah 
Kabupaten Bengkayang pada Perseroan 
Terbatas (PT) Bank Kalimantan Barat 
Kabupaten Bengkayang. 
 
Retribusi Pengendalian Menara 
Telekomunikasi. 
 
Pedoman Tata Cara Pembentukan dan 
Pengelolaan Badan Usaha Milik Desa. 
 
Lembaga Kemasyarakatan Desa dan 
Kelurahan. 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
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9. 
 
 
 
10. 
 
 
11. 
 
 
12. 
 
 
13. 
 
 
14. 
 
 
15. 
 
 
16. 
 
17. 
 
18. 
 
 
 
 
 
19. 
 
 
 
 
20. 
 
 
 
 
Perda Nomor 9 
 
 
 
Perda Nomor 10 
 
 
Perda Nomor 11 
 
 
Perda Nomor 12 
 
 
Perda Nomor 13 
 
 
Perda Nomor 14 
 
 
Perda Nomor 15 
 
 
Perda Nomor 16 
 
Perda Nomor 17 
 
Perda Nomor 18 
 
 
 
 
 
Perda Nomor 19 
 
 
 
 
Perda Nomor 20 
 
2013 
 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
 
2013 
 
2013 
 
2013 
 
 
 
 
 
2013 
 
 
 
 
2013 
Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan 
Desa dan Perubahan Status Desa Menjadi 
Kelurahan.  
 
Retribusi Pelayanan Kesehatan. 
 
 
Pertanggung Jawaban Pelaksanaan APBD 
Kabupaten Bengkayang. 
 
Penetapan Perubahan APBD Kabupaten 
Bengkayang Tahun Anggaran 2013. 
 
Jaminan Kesehatan Daerah. 
 
 
Perlindungan dan Pemberdayaan 
Penyandang Cacat. 
 
Izin Gangguan. 
 
 
Retribusi Izin Gangguan. 
 
Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga. 
 
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 10 
Tahun 2014 tentang Retribusi Izin 
Penyelenggaraan Pengusahaan Angkutan di 
Perairan Dalam Wilayah Kabupaten 
Bengkayang. 
 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Kabupaten Bengkayang Nomor 11 Tahun 
2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan 
Keuangan Daerah. 
 
Sistem Penyelenggaraan Pelayanan 
Pendidikan 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
ADA 
 
 
ADA 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
ADA 
 
- 
 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
- 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
- 
 
NO 
 
NOMOR 
PERDA 
TAHUN 
2014 
 JUDUL 
 
NA 
PENJELAS
AN/KETER
ANGAN 
 
1. 
 
Perda Nomor 1 2014 
Penetapan APBD Kabupaten Bengkayang 
Tahun Anggaran 2014. 
 
- 
 
- 
2. 
 
Perda Nomor 2 
 
2014 
 
Pajak Sarang Burung Walet. 
 
 
- 
 
- 
3. 
 
 
Perda Nomor 3 
 
 
2014 
 
Penanaman Modal 
 
 
ADA 
 
 
- 
18 
 
 
 
 
4. 
Perda Nomor 4 2014 
 
Kesejahteraan Lanjut Usia. 
 
 
- 
 
- 
5. Perda Nomor 5 2014 
 
Hari Jadi Kabupaten Bengkayang. 
 
 
- 
 
- 
6. Perda Nomor 6  2014 
 
Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD 
Tahun Anggaran 2013. 
 
 
- 
 
 
- 
 
7. 
 
Perda Nomor 7 
 
2014 
 
 
Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten 
Bengkayang 2014-2034. 
 
 
 
- 
 
 
- 
8. Perda Nomor 8 2014 
 
 
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah 
Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi 
Perangkat Daerah Kabupaten Bengkayang. 
 
 
 
 
- 
 
 
 
- 
 
9. 
 
Perda Nomor 9  2014 Kepariwisataan. 
 
- 
 
- 
10. Perda Nomor 10 2014 
 
 
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 2 
Tahun 2012 Tentang Retribusi Pengganti 
Biaya Cetak Kartu Tanda Penduduk dan 
Akta Catatan Sipil. 
 
 
- 
 
 
- 
11. Perda Nomor 11  2014 
 
Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan 
Perusahaan 
 
 
ADA 
 
- 
12. Perda Nomor 12 2014 
 
Pencegahan dan PenanggulaganHIV dan 
AIDS 
 
 
ADA 
 
- 
13. Perda Nomor 13 2014 
 
Perubahan APBD Tahun Anggaran 2014 
 
 
- 
 
- 
14.  Perda Nomor 14 2014 
 
Penetapan APBD Kabupaten Bengkayang 
Tahun Anggaran 2015 
 
 
- 
 
- 
 
 
 
 
 
   
  
NO. 
NOMOR 
PERDA 
TAHUN 
2015 
JUDUL NA 
PENJELAS
AN/KETER
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ANGAN 
 
1. 
 
Perda Nomor 1 
 
2015 
 
 
 
Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten 
Bengkayang Pada PT. Penjamin Kredit 
Daerah Kalimantan Barat. 
 
- 
 
- 
 
2. 
 
 
Perda Nomor 2 
 
2015 
 
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah 
Daerah Kabupaten Bengkayang Berupa 
Barang Milik Daerah Pada PDAM Kabupaten 
Bengkayang. 
 
 
- - 
 
3. 
 
Perda Nomor 3 
 
2015 
 
Rencana Pembangunan Jangka Panjang 
(RPJP) Daerah Kabupaten Bengkayang 
Tahun 2005-2025. 
 
- 
 
 
- 
 
 
 
 
4. 
 
 
Perda Nomor 4 
 
 
2015 
 
 
 
Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah 
Kabupaten Bengkayang. 
 
 
- 
 
 
- 
 
 
5. 
 
 
Perda Nomor 5 
 
 
2015 
 
 
Penyelenggaran Kearsipan di Lingkungan 
Kabupaten Bengkayang. 
- - 
6. 
 
Perda Nomor 6 
 
2015 
 
 
 
Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Dan 
Pemberhentian Kepala Desa. 
 
- - 
7. Perda Nomor 7 2015 
 
 
Pencabutan Peraturan Daerah Nomor 18  
Tahun 2003 Tentang Retribusi Izin Jasa 
Kontruksi. 
 
 
- - 
 
8. 
 
Perda Nomor 8 
 
2015 
Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang 
Tentang PertanggungJawaban 
Penyelenggaraan Anggaran Pendapatan Dan 
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014. 
- - 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perda Nomor 9 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Peraturan Daerah Tentang Perubahan 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- 
20 
 
Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun 
2015. 
 
 
 
Data terakhir : Oktober 2015 
Sumber Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang.  
 
Berdasarkan data diatas Daftar Peraturan Daerah Kabupaten Bengkayang Tahun 2012-2015 dari 
Sekretariat DPRD Kabupaten Bengkayang dengan perincian periodisasi dari tahun 2012, dari 12 (dua 
belas Peraturan Daerah diluar Rancangan Perda Anggaran dan Belanja Daerah tidak disertai 
penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik. Tahun 2013 dari 20 (dua puluh)  
Peraturan daerah  diluar Rancangn Perda Anggaran dan Belanja Daerah, hanya ada dua yang diserta 
naskah akademik.Tahun 2014, hanya tiga  yang disertai naskah akademik. Tahun 2014 dari 14 (empat 
belas) Peraturan daerah diluar Rancangan Perda Anggaran dan Belanja Daerah. Hanya ada dua yang 
disertai naskah akademik, tahun 2015 sampai bulan Oktober dari 9 (sembilan) Peraturan Daerah diluar 
Rancangan Perda Anggaran dan Belanja Daerah tidak ada yang disertai keterangan atau naskah 
akademik. 
Berdasarkan data di atas, tahun 2012 terdapat Perda yang berkaitkan denganRetribusi Penggantian 
Biaya Cetak KTP dan AkteCapil, Retribusi Terminal, Retribusi Parkir, kemudian tahun 2013 terdapat 
Retribusi Pelayanan Kesehatan, Izin Gangguan, Retribusi Izin Gangguan., Retribusi Tempat Rekreasi 
dan Olahraga. Tahun 2014  terdapat perda Kepariwisataan. Tahun 2015  terdapat Sistem Perencanaan 
Pembangunan Daerah Kabupaten Bengkayang, Tata Cara Pemilihan, Pelantikan, Dan Pemberhentian 
Kepala Desa yang seharus disertai keterangan atau naskah akademik, tetapi ternyata tidak ada, hal ini 
jelas terabaikan norma Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, 
dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014.  
Pengabaian dengan tidak menyertakan naskah akademik terhadap perancangan peraturan daerah, 
menurut Rusdianto. S.S.H., M.H Dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi 
Fakultas Hukum UNAIR Surabaya, menyatakan, bahwa dalam praktik, sering ditemukan bahwa para 
perancang peraturan perundang-undangan pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah 
Daerah belum mampu menerjemahkan kebijakan pemerintah yang telah disusun kedalam bentuk 
peraturan daerah yang dapat diterapkan secara efektif.   
Ketidakmampuan para perancang tersebut disebabkan oleh paling sedikit tiga hal, yaitu:
14
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Wilayah Perbatasan Dalam Perspektif Hak Asasi manusia, Samarinda 5 September 2005, hlm. 4-5. 
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1. Mitos bahwa perancang tidak menangani urusan kebijakan, sebab yang membuat peraturan 
daerah adalah para pejabat Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan 
bukan perancang; 
2. Banyak Daerah yang tidak memiliki aturan mengenai prosedur yang mengharuskan 
mendasarkan rancangan peraturan daerah pada pemikiran logis berdasarkan fakta di 
masyarakat; 
3. Sangat sedikit dari perancang yang memiliki pemahaman atas teori, metodologi, dan teknik 
perancangan peraturan perundang-undangan dan yang dapat secara jelas menerjemahkan 
kebijakan-kebijakan pemerintah menjadi peraturan daerah yang dapat dilaksanakan secara 
efektif. 
 
Akibat dari hal-hal tersebut, maka tidak mengherankan bila para perancang peraturan daerah 
pada dinas teknis maupun biro/bagian hukum Pemerintah Daerah kembali pada kebiasaan yang 
bermasalah, ketika merancang peraturan daerah, yaitu: 
1. Menyadur peraturan perundang-undangan daerah lain; 
2. sekedar mengkriminalisasi perilaku yang tidak diinginkan; atau 
3. Berdasarkan kompromi keinginan dari kelompok-kelompok kepentingan dominan 
dalam masyarakat. 
Disamping kelemahan dari sisi perancang, permasalahan-permasalahan mendasar dalam proses 
pembentukan peraturan daerah, antara lain disebabkan karena:
15
 
1. Jangka waktu yang diperlukan dalam proses pembentukan Peraturan daerah relatif 
lama, hal ini terlihat dari fakta bahwa untuk pembentukan sebuah peraturan daerah 
diperlukan waktu antara 8 – 12 bulan, atau bahkan lebih; 
2. Tidak/belum dilibatkannya secara maksimal peranserta masyarakat dalam proses 
pembentukannya, terutama dari kalangan akademisi dan praktisi hukum.  Padahal 
menurut Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan. 
3. Belum digunakannya secara optimal fungsi Naskah Akademik sebagai sebuah 
instrumen dalam rangka pembentukan peraturan daerah.  Padahal terdapat beberapa 
manfaat yang dapat diperoleh apabila Naskah Akademik digunakan sebagai satu 
instrumen dalam proses pembentukan peraturan daerah, terutama dalam masalah 
efisiensi waktu.  Keadaan ini ditambah lagi dengan kurangnya pemahaman mengenai 
keberadaan, manfaat, dan urgensi Naskah Akademik dari para pihak yang terkait dalam 
pembentukan peraturan daerah. 
4. Saat ini ada tendensi pandangan masyarakat bahwa peraturan perundang-undangan 
(termasuk peraturan daerah) adalah produk yang selalu berpihak pada kepentingan 
pemerintah (politik) semata-mata, sehingga dalam pelaksanaannya masyarakat tidak 
terlalu merasa memiliki dan menjiwai peraturan perundang-undangan terkait.  Oleh 
karena itu, Naskah Akademik diharapkan dapat digunakan sebagai instrumen 
penyaring, menjembatani, dan meminimalisir unsur-unsur kepentingan politik dari 
pembentuk peraturan perundang-undangan (peraturan daerah).  Naskah Akademik 
menjelaskan objektivitas tujuan dibentuknya peraturan perundang-undangan, karena 
didasarkan atas hasil kajian dan/atau penelitian, yang menampung aspirasi serta 
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mengakomodasi kepentingan dan keinginan masyarakat, serta didukung oleh kebijakan 
politik dan peraturan perundang-undangan. 
5. Berkaitan dengan seringnya terjadi pembatalan terhadap peraturan-peraturan daerah 
yang dianggap bermasalah, Naskah Akademik diharapkan dapat meminimalisir 
terjadinya pembatalan demikian, karena didasarkan atas hasil kajian/penelitian yang 
komprehensif. 
6. Pada kenyataannya, meskipun bukan merupakan suatu keharusan, keberadaan Naskah 
Akademik sangat diperlukan dalam proses pembentukan peraturan daerah.  Oleh karena 
itu, ke depan perlu dipertimbangkan oleh para pembuat peraturan daerah untuk terlebih 
dahulu menyusun Naskah Akademik dalam proses pembentukan peraturan daerah, 
mengingat banyak manfaat yang dapat diambil dari Naskah Akademik dalam 
keseluruhan proses pembentukan peraturan daerah, mulai dari perencanaan, 
pembahasan, sampai pada pemberlakuan atau pelaksanaannya. 
7. Dengan digunakannya Naskah Akademik sebagai bagian dari proses pembentukan 
peraturan daerah, maka diharapkan akan tercipta peraturan-peraturan daerah yang 
berbasis akademik-ilmiah, tidak semata-mata kumpulan pasal-pasal yang ketika 
diterapkan ternyata tidak efektif.  Jika demikian halnya, maka kerugian besar, baik 
berkaitan dengan waktu, materi maupun pikiran, harus ditanggung oleh daerah.  
Apalagi jika kemudian akibat dari adanya peraturan daerah itu muncul gejolak di 
masyarakat. 
 
 
 
4. PENUTUP 
A. Kesimpulan 
1. Bahwa Penyertaan Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah diluar 
Rancangan Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah berdasarkan Pasal 56 ayat 
(2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 terhadap rancangan Peraturan Daerah 
baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah daerah (eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di 
daerah) wajib disertai dengan penjelasan atau keterangan dan/atau naskah akademik atau 
hanya bersifat imperatif yang tidak wajib atau fakultatif. 
2. Bahwa penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kabupaten Bengkayang diluar Rancangan 
Peraturan Daerah Tentang Anggaran dan Belanja Daerah belum seluruhnya menyertakan 
naskah akademik berdasarkan Pasal 56 ayat (2), Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 
Tahun 2011, dan Pasal 18, Pasal 20, Pasal 30 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 
2014 bahwa rancangan Peraturan Daerah baik yang merupakan inisiatif  Pemerintah daerah 
(eksekutif di daerah) dan DPRD (legislatif di daerah) belum seluruhnya rancangan Peraturan 
daerah di Kabupaten Bengkayang disertai naskah akademik, hal ini karena beberapa faktor 
yang dapat dikemukan sebagai berikut: 
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a. Kedudukan naskah akademik menurut UU Nomor 12 Tahun 2011 menjadi wajib bagi 
pembentukan Undang – Undang namun dalam pembentukan Peraturan Daerah masih 
bersifat fakultatif dimana dengan demikian pembuatan naskah akademik boleh digantikan 
dengan keterangan atau penjelasan. Tidak seperti peraturan tentang pembentukan peraturan 
perundang – undangan serupa yang pernah berlaku sebelumnya, di mana sebelum UU 
Nomor 12 Tahun 2011 ini terbit, Naskah Akademik hanya sebagai saran dan tidak 
diwajibkan. Penulis sangat sependapat dengan pencantuman naskah akademik sebagai satu 
keharusan dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan terutama UU 
meskipun dalam proses pembentukan peraturan daerah masih belum menjadi suatu 
keharusan.  
b. Bahwasannya peranan Naskah Akademik sangat diperlukan keberadaannya dalam 
pembentukan peraturan perundang – undangan di Indonesia baik Undang – Undang 
maupun Peraturan Daerah maka penulis berpendapat bahwa naskah akademik dalam 
pembentukan peraturan daerah juga seharusnya diwajibkan. Dengan kehadiran Naskah 
Akademik, maka diharapkan peraturan perundang – undangan di Tanah Air dapat lebih 
efisien, efektif, solutif, adaptif dan mampu menghindari beberapa kali perubahan yang 
justru akan „mubazir‟ dalam hal waktu serta pembiayaannya; 
c. Urgensi Naskah Akademik dalam pembentukan Peraturan Daerah dapat dilihat dari Naskah 
akademik memiliki tujuan dan kegunaan, memuat mengenai landasan dari pada pembuatan 
suatu aturan yang diambil dari teori-teori perundang-undangan, dalam naskah akademik 
juga memberikan gambaran mengenai substansi, materi dan ruang lingkup dari peraturan 
daerah yang akan dibuat yang benar-benar berkualitas dan sesuai dengan tuntutan 
masyarakat secara luas.  
d. Naskah Akademik juga memiliki urgensi dimana dalam naskah akademik memberikan 
ruang bagi para pengambil keputusan yang berwenang untuk membahas dan menetapkan 
peraturan daerah (baik pemerintah daerah maupun Dewan perwakilan Rakyat Daerah) 
untuk mempertimbangkan apakah substansi/materi yang terkandung dalam Naskah 
Akademik itu layak diatur dalam bentuk peraturan daerah atau tidak, dan apakah hanya 
perlu satu peraturan daerah atau dimungkinkan untuk dituangkan dalam lebih dari satu 
peraturan (mungkin peraturan sederajat atau peraturan pelaksananya).  
 
B Saran. 
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           Adapun Saran yang perlu diajukan berdasarkan hasil penelitian setelah melakukan pembahasan 
atau analisa yang telah dikemukakan pada Penulisan Hukum ini, maka saran yang dapat diberikan oleh 
Penulis adalah:  
1. Kedudukan naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah seharusnya diwajibkan 
sama seperti dalam ketentuan mengenai naskah akademik pembentukan undang-undang. 
Dengan kehadiran Naskah Akademik dalam pembentukan perda sebagai keharusan, maka 
diharapkan peraturan perundang – undangan di tingkat daerah di Tanah Air dapat lebih efisien, 
efektif, solutif, adaptif dan mampu menghindari beberapa kali perubahan yang justru akan 
„mubazir‟ dalam hal waktu serta pembiayaannya;  
2. Urgensi naskah akademik dalam pembentukan peraturan daerah harus didukung oleh sumber 
daya manusia yang lebih baik lagi, prosedur yang rumit dalam pembentukan naskah akademik 
peraturan daerah diupayakan lebih dipermudah, biaya dalam pembuatan naskah akademik perlu 
ditingkatkan, dan sering terjadi kendala karena keterbatasan waktu maka setidak-tidaknya 
dalam pembuatan naskah akademik harus diberikan waktu yang lebih banyak dan rancangan 
pendanaan masuk dalam nomenklatur  PROLEGDA dalam RPJMD Kabupaten Bengkayang.  
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